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KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA

NOMOR 2r TAHUN 2022
TENTANG

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENGELOLAAN DAN PELAYANANINFORMASI PUBLIK DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LIMA PULUH KOTA,

Menimbang a. bahwa dalam rangka melaksanakan Undang_
Undang 14 Tahun 2OOg tentang Keterbukaan
lnformasi publik dan untuk mewujudkan
pelayanan informasi dan dokumentasi
publik yang cepat, tepat dan sederhana
serta mehksanakan ketentuan pasal 39
Peraturan KpU Nomor I Tahun 2OlS, perlu
menetapkan Standar Operasional prosedur
(SOP) pengelolaan dan pelayanan Informasi
Publik di Lingkungan Komisi pemilihan Umum
Kabupaten Lima Rrluh Kota ;
bahwa dalam rangka melaksanakan
ketentuan pasal 4g peraturan Komisi
Pemilihan Umum Nomor I Tahun 2Ol5
tentang Pengelolaan dan pelayanan Informasi
Publik di Lingkungan Komisi pemilihan Umum
Kabupaten Lima puluh Kota, perlu menetapkan
Bentuk dan Format Formulir dalam
Pengelolaan dan pelayanan Informasi diLingkungan Komisi pemilihan Umum

b



Mengingat

Kabupaten Lima Puluh Kota;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana

dimaksud huruf a dan huruf b di atas perlu

menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan

Umum Kabupaten Lima Puluh Kota tentang

Standar Operasional Prosedur Pengelolaan Dan

Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lima

Puluh Kota;

1 Undang-Undang L4 Tahun 2008 tentang

Keterbukaan Informasi Pubfik (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2OO8 Nomor

61 Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor a8a6l;

2. Undang-Undang 15 Tahun 2oll tentang

Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2oll Nomor

1O1 Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 52a61;

3. Peraturan Komisi Informasi Nomor I Tahun

2010 tentang Standar Layanan Informasi

Publik;

4. Peraturan Komisi Informasi Nomor 2 Tahun

2O1O tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa

Informasi Publik;

5. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun

2Ol4 tentang Standar l,ayanan dan Prosedur

Penyelesaian Sengketa Informasi Pemilihan

Umum;

6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1

Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan

Informasi Publik di Lingkungan Komisi

Pemilihan Umum (Berita Negara Republik

lndonesia Tahun 2015 Nomor a56);
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Menetapkan

KESATU

KEDUA

KETIGA

KEEMPAT

KELIMA

KEENAM

7. Peraturan Komisi Informasi Nomor I Tahun

2O2l tentang Standar Layanan Informasi Publik

MEMUTUSI(AN :

KEPUTUSAN KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN LIMA PULUH KOTA TENTANG

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

PENGELOI.AAN DAN PEI.,AYANAN INFORMASI

PUBLIK DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN

UMUM KABUPATEN LIMA PULUH KOTA.

Menetapkan Standar Pengumuman Informasi

Publik sebagaimana tercantum pada Lampiran yang

merupakan satu kesatuan yang utuh dengan Surat

Keputusan ini

Menetapkan Standar Permintaan Informasi

Rrblik sebagaimana tercantum pada Lampiran yang

merupakan satu kesatuan yang utuh dengan Surat

Keputusan ini.

Menetapkan Standar Penanganan Keberatan

terhadap Pelayanan Informasi Publik sebagaimana

terlampir dan merupakan bagran tidak terpisahkan

dalam rangkaian Surat Keputusan ini.

Menetapkan Standar Pengecualian Informasi

sebagaimana terlampir dan merupakan bagran

tidak terpisahkan dalam rangkaian Surat

Keputtrsan ini.

Menetapkan Standar Penyusunan Daftar Informasi

Publik sebagaimana terlampir dan mempakan

bagran tidak terpisahkan dalam rangkaian Surat

Keputusan ini.

Menetapkan Standar Pendokumentasian Informasi

Publik sebagaimana terlampir dan merupakan

bagran tidak terpisahkan dalam rangkaian Surat

Keputusan ini.

Menetapkan Standar Maklumat PelayananKETUJUH
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KEDEI,,APAN

KESEMBII.,AN

KESEPULUH

KESEBELAS

KEDUABELAS

Informasi Publik sebagaimana terlampir dan

merupakan bagian tidak terpisahkan dalam

rangkaian Surat Keputusan ini.

Menetapkan Standar Pengujian Konsekuensi

sebagaimana terlampir dan merupakan bagtan

tidak terpisahkan dalam rangkaian Surat

Keputusan ini.

Menetapkan Standar Pelaporan Informasi Publik

sebagaimana terlampir dan merupakan bagran

tidak terpisahkan dalam rangkaian Surat

Keputusan ini.

Menetapkan Bentuk dan Format Formulir dalam

Pengelolaan dan Pelayanan Informasi sebagaimana

terlampir dan merupakan bagran yang tidak

terpisahkan dalam rangkaian Surat Keputusan ini.

Dengan diterbitkannya Keputusan ini maka

Keputusan Nomor 18 /Kpts/KPU-Kab-
OO3.4350 5S 12016 dinyatakan tidak berlaku.

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal

ditetapkan.

Ditetapkan di Tanjung Pati

pada tanggal 4 Agustus 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN LIMA PULUH KOTA

ttd.

MASNIJON

Salinan Sesuai Aslinya
Sekretariat Komisi Pemilihan Umum

Kabupaten Lima Puluh Kota
Kepala Subbagian Hukum dan SDM

Veni Murna Putri

j dih.kpu. qo. id/sumbar/limapuluhkota



Salinan Sesuai Aslinya
Sekretariat Komisi Pemilihan Umum

Kabupaten Lima Puluh Kota
Kepala Subbagian Hukum dan SDM

LAMPIRAN I

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN LIMA PULUH KOTA

NOMOR 21 TAHUN 2022

TENTANG STANDAR OPERASIONAL

PROSEDUR PENGELOI,AAN DAN

PELAYANAN INFORMASI PUBLIK DI

LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN LIMA PULUH KOTA

Ditetapkan di Tanjung Pati

pada tanggal 4 Agustus 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN LIMA PULUH KOTA

ttd.

MASNIJON

STANDAR PENGUMUMAN INFORMASI PUBLIK

NO KOMPONEN URAIAN

1 Kaidah Penulisan/

muatan

pengumuman

1,. Menggunakan Bahasa Indonesia yang baik dan benar

2. Mudah dipahami

3. Mempertimbangkan penggunaan bahasa yang

digunakan penduduk setempat

2 Sarana Pengumuma.n disebarluaskan melalui :

l. Papan Pengumuman

2. I.aman Resmi PPID KPU Kabupaten Lima hrluh Kota

3. Media Sosial KPU Kabupaten Lima Puluh Kota

4. Aplikasi pesan

3 Aksesibilitas Pengumuman dan penyebarluasan Informasi Publik wajib

memperhatikan aksesibilitas bagi penyandang disabilitas

4 Lain-lain Pengumuman dan penyebarluasan Informasi Publik

paling sidikit dilengkapi dengan audio, visual dan/atau

braile

Veni Murna Putri
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LAMPIRAN II

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN LIMA PULUH KOTA

NOMOR 21 TAHUN 2022

TENTANG STANDAR OPERASIONAL

PROSEDUR PENGELOI,,AAN DAN

PELAYANAN INFORMASI PUBLIK DI

LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN LIMA PULUH KOTA

STANDAR PERMINTAAN INFORMASI PUBLIK

NO KOMPONEN URAIAN

1 Persyaratan

Pelayanan

1. Identitas (perorangan: KTP/SIM/Password, Badan

Plrblik : akte notaris dan dokumen pengesahan

Badan Publik);

2. Mengisi formulir permohonan informasi;

2 Sistem,

Mekanisme,

Prosedur

1 Pemohon informasi mengajukan permohonan

informasi dengan cara datang langsung, melalui

faksimili, telepon, surat, dan surat elektronik:

2. /,Jalarrat pelayanan informasi pada : Kantor Komisi

Pemilihan Umum Kabupaten Lima Puluh Kota

Jl. Raya Negara KM. 6 Tanjung Pati

Kabupaten Lima Puluh Kota kode pos 26271

Telp(O7521 7750336, 7754197

Fax. (o7521.77543361

Website : limapuluhkotakabppid. kpu. go. id

3. Desk pelayanan memilah permintaan informasi

dengan ketentuan

a. pemohon yang datang secara langsung mengisi

formulir permohonan informasi :

b. untuk pemohon informasi melalui surat, e-mail,

telepon, dan faksimili, formulir permohonan

informasi dapat diisikan oleh desk pelayanan;

c. desk pelayanan memberitahukan nomor formulir

permohonan informasi;
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d. desk pelayanan dapat langsung memberikan

informasi yang diminta oleh pemohon informasi,

jika informasi yang dimaksud sudah tersedia

bukan merupakan informasi yang diterima dalam

kategori dikecualikan atau berpotensi

dikecualikan;

e. desk pelayanan menginformasikan kepada

pemohon informasi apabila informasi yang

dimaksud tidak berada di bawah penguasa€rn

KPU dan apabila mengetahui dapat memberitahu

Badan Rrblik yang menguasai informasi tersebut

f. desk pelayanan menginformasikan kepada

pemohon informasi apabila informasi yang

dimaksud dikategorikan sebagai informasi yang

dikecualikan dengan memberikan surat

keputusan KPU mengenai informasi yang

dikecualikan

g. apabila keterangan lebih lanjut mengenai

informasi yang dimohon pemohon informasi

belum dapat diberikan secara langsung, desk

pelayanan menginformasikan jangka waktu

permohonan informasi sesuai dengan UU KIP.

Desk pelayanan berkoordinasi dengan Tim

Penghubung dan Pejabat Pengelola lnformasi dan

Dokumentasi (PPID) serta kemudian

memberikan pemberitahuan tertulis mengenai

informasi dimaksud sesuai dengan jangka waktu

yang telah ditetapkan UU KIP;

h. apabila informasi tidak dapat diberikan, desk

pelayanan menginformasikan kepada pemohon

informasi mengenai haknya untuk mengajukan

surat keberatan kepada Atasan PPID;

i. setiap pemberian informasi harus disertai

dengan tanda terima ;

j. desk pelayanan mengisi buku register pelayanan

informasi.
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3 Jangka Waktu Sepuluh hari kerja dan dapat diperpanjang hrjuh hari

kerja. Perpanjangan dilakukan secara tertulis disertai

dengan alasan

4 Biaya Tidak ada biaya dalam pelayanan informasi ini,

kecuali jika terdapat biaya penggandaan dan

pengiriman informasi yang akan dibebankan kepada

pemohon informasi.

5 Produk

Pelayanan

Produk pelayanan berupa informasi dalam bentuk

hardcopy dan softcopy

6 Sarana,

Prasarana,

dan/atau

Fasilitas

1. Ruang pelayanan informasi;

2. Komputer;

3. Meja dan kr:rsi;

4. Rak informasi

5. Telepon;

6. Faksmili;

7. Printer.

7 Waktu Pelayanan

informasi

Pelayanan dilakukan setiap hari kerja, Informasi

dengan rincian :

Senin - Kamis : - O9.OO - 12.00 WIB

- 13.30 - 15.00 WIB

Jumat: - O9.OO-11.3OWIB

- 14.OO - 15.30 WIB

Ditetapkan di Tanjung Pati

pada tanggal 4 Agustus 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN LIMA PULUH KOTA

ttd.

MASNIJON

Salinan Sesuai Aslinya
Sekretariat Komisi Pemilihan Umum

Kabupaten Lima R.rluh Kota
Kepala Subbagian H dan SDM

Veni Murna Rltri
r uur.np u. s,u. ru/ s uuruil /limapuluhkota



LAMPIRAN III

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN LIMA PULUH KOTA

NOMOR 21 TAHUN 2022

TENTANG STANDAR OPERASIONAL

PROSEDUR PENGELOLAAN DAN

PELAYANAN INFORMASI PUBLIK DI

LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN LIMA PULUH KOTA

STANDAR PENANGANAN KEBERATAN TERHADAP PELAYANAN

INFORMASI PUBLIK

NO KOMPONEN URAIAN

1 Persyaratan

Keberatan

1. Identitas (perorangan: KTP / SIM / Password,

Badan Publik : akte notaris dan dokumen

pengesahan

Badan Publikh

2. mengisi formulir keberatan.

2 Sistem,

Mekanisme

Prosedur

1. Pemohon informasi mengajukan permohonan

Prosedur keberatan informasi dengan datang

langsung, melalui faksimili, telepon, surat, dan

surat elektronik;

2. Alamat pelayanan informasi pada :

pemohon informasi yang datang secara langsung

mengisi formulir keberatan;

3. Kantor Komisi Pemilihan Umum : Kabupaten Lima

Puluh Kota

Jl. Raya Negara KM. 6 Tanjung Pati

Kabupaten Lima Puluh Kota kode pos 26271

Telp. (0752l' 7750336, 7754t97 Fax. (0752l,

7754336

Website:

limapuluhkotakabppid. kpu. go. id

4. Untuk pemohon informasi melalui faksimili,

telepon, surat, dan surat elektronik, formulir
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keberatan diisikan oleh desk pelayanan;

5. Desk Pelayanan menginformasikan nomor

registrasi formulir keberatan dan jangka waktu

jawaban atas keberatan sesuai dengan UU KIP;

6. Desk Pelayanan menyampaikan formulir

keberatan kepada PPID, selanjutnya PPID

menyampaikan formulir keberatan dimaksud

kepada Atasan PPID;

7. Atasan PPID menjawab permohonan keberatan;

8. Desk Pelayanan menyampaikan surat jawaban

atas keberatan yang telah ditandatangani oleh

Atasan PPID kepada pemohon informasi;

9. Desk Pelayanan menginformasikan kepada

pemohon informasi perihal hak yang dimiliki oleh

pemohon informasi setelah srrrat jawaban atas

keberatan diterima.

3 Jangka Waktu Paling lambat tiga puluh hari kerja sejak keberatan

atas permohonan informasi publik diterima oleh

Desk Pelayanan, surat jawaban dari Atasan PPID

harus sudah diserahkan kepada pemohon informasi

4 Waktu

Pelayanan

Pelayanan Keberatan dilakukan setiap hari kerja,

dengan rincian :

Senin - Kamis : - O9.OO - 12.OO WIB

- 13.30 - 15.00 WrB

Jumat: - O9.OO - 11.30 WIB

- 14.00 - 15.30 WIB

Salinan Sesuai Aslinya
Sekretariat Komisi Pemilihan Umum

Kabupaten Lima Puluh Kota
Kepala Subbagian H

Ditetapkan di Tanjung Pati

pada tanggal 4 Agustus 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN LIMA PULUH KOTA

ttd.

MASNIJON
I

Veni Murna Putri

dan SDM
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LAMPIRAN TV

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN LIMA PULUH KOTA

NOMOR 21 TAHUN 2022

TENTANG STANDAR OPERASIONAL

PROSEDUR PENGELOLAAN DAN

PELAYANAN INFORMASI PUBLIK DI

LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN LIMA PULUH KOTA

STANDAR PENGECUALIAN INFORMASI

NO KOMPONEN URAIAN

1 Sistem,

Mekanisme, dan

Prosedur

1. Berdasarkan permohonan informasi, KPU

Kabupaten Lima Puluh Kota dapat mengirimkan

surat permohonan uji konsekuensi terhadap

informasi tertenhr kepada PPID KPU RI;

2. Perrnohonan uji konsekuensi ditindaklanjuti

sesuai dengan prosedur yang ada di KPU RL

2 Jangka Wakhr Kepuhrsan pengecualian informasi diselesaikan

paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak

permohonan uji konsekuensi diterima oleh PPID

KPU RI

Salinan Sesuai Aslinya
Sekretariat Komisi Pemilihan Umum

Kabupaten Lima Pulph Kota
Kepala Subbagian H dan SDM

Ditetapkan di Tanjung Pati

pada tanggal 4 Agustus 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN LIMA PULUH KOTA

ttd.

MASNIJON

Veni Murna Putri

j dih.kpu. eo. id/sumbar/limapuluhkota



LAMPIRAN V

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN LIMA PULUH KOTA

NOMOR 21 TAHUN 2022

TENTANG STANDAR OPERASIONAL

PROSEDUR PENGELOI,AAN DAN

PELAYANAN INFORMASI PUBLIK DI

LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN LIMA PULUH KOTA

STANDAR PEI\TYUSUNAN DAFTAR INFORMASI PUBLIK

NO KOMPONEN URAIAN

1 Sistem,

Mekanisme,

dan Prosedur

1. Setiap PPID melaksanakan koordinasi dan

konsolidasi dengan Sub Bagian berdasarkan

tupoksi dalam rangka pengumpulan informasi

untuk pembuatan Daftar Informasi hlblik (DIP);

2. Setiap Sub Bagran melalui Tim Penghubung

mengidentifikasi informasi yang berada dalam

penguasaan masing-masing Sub Bagian sesuai

dengan format yang telah disiapkan;

3. Setelah menerima laporan DIP dari Sub Bagian,

PPID bersama dengan Tim Penghubung melakukan

klasifrkasi dan kategorisasi informasi sesuai

dengan format DIP;

4. Usulan DIP yang telah disusun PPID dan tim

Penghubung dikonsultasikan kepada atasan PPID

untuk dikoreksi;

5. Daftar lnformasi Publik hasil koreksi Atasan PPID

disampaikan kepada Tim Pertimbangan;

6. Setelah memperoleh persetujuan Tim

Pertimbangan, usulan DIP dibawa ke Rapat Pleno

untuk mendapatkan pengesahan.

2 Jangka Waktu Daftar lnformasi Publik

satu tahun sekali

harus diperbaharui setiap
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3 Publikasi Daftar lnformasi Rlblik hanrs tersedia di Desk

Pelayanan

Ditetapkan di Tanjung Pati

pada tanggal 4 Agustus 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN LIMA PULUH KOTA

MASNIJON

Sdinan Sesuai Aslinya
Sekretariat Komisi Pemilihan Umum

Lima Putuh Kota
?

dan SDM
I

Putri

ttd.

\.t\, -\- )r{

j dih.kpu. eo. id/sumbar/limapuluhkota
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LAMPIRAN VI

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN LIMA PULUH KOTA

NOMOR 21 TAHUN 2022

TENTANG STANDAR OPERASIONAL

PROSEDUR PENGELOLAAN DAN

PEI,AYANAN INFORMASI PUBLIK DI

LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN LIMA PULUH KOTA

STANDAR PENDOKUMENTASIAN INFORMASI PUBLIK

NO KOMPONEN URAIAN

1 Sistem,

Mekanisme,

dan Prosedur

1. Seluruh Informasi Publik yang termuat dalam

Daftar Informasi Rrbtk disimpan dan

didokumentasikan dalam bentuk dokumen digital

(softcopy) dan dokumen nondigital (hardcopy) serta

memenuhi kaidah interoperabilitas data

2. Data yang termuat dalam informasi publik paling

sedikit harus memenuhi syarat:

a. Konsisten dalam sintak/bentuk,

struktur/skema/komposisi penyajian, dan

semantik/ artikulasi keterbacaan; dan

b. disimpan dalam format terbuka yang dapat

dibaca Sistem Elektronik.

3. PPID mengoordinasikan penyimpanan dan

pendokumentasian Informasi Publik dengan

seluruh Kasubag yang menguasai Informasi hrblik

Salinan Sesuai Aslinya
Sekretariat Komisi Pemilihan Umum

Kabupaten Lima Puluh Kota
Kepala Subbagian dan SDM

Ditetapkan di Tanjung Pati

pada tanggal 4 Agustus 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN LIMA PULUH KOTA

ttd.

MASNIJON
Veni Murna Putri
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LAMPIRAN VII

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN LIMA PULUH KOTA

NOMOR 21 TAHUN 2022

TENTANG STANDAR OPERASIONAL

PROSEDUR PENGELOLAAN DAN

PELAYANAN INFORMASI PUBLIK DI

LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN LIMA PULUH KOTA

STANDAR MAKLUMAT PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

NO KOMPONEN URAIAN

1 Sistem, Mekanisme,

dan Prosedur

1. KPU Kabupaten Lima hrluh Kota men5rusun

dan menetapkan maklumat pelayanan yang

merupakan pernyataan kesanggupan

penyelenggara dalam melaksanakan pelayanan

sesuai dengan ketentuan standar pelayanan

yang baik

2. Standar pelayanan yang ditetapkan dalam

maklumat pelayanan paling sedikit berisi:

a. dasar hukum;

b. sistem, mekanisme, dan prosedur

pelayanan;

c. jangka waktu penyelesaian;

d.biaya/tarif;

e. jaminan pelayanan yang memberikan

kepastian pelayanan dilaksanakan sesuai

dengan standar pelayanan; dan

f. evaluasi kinerja pelaksana

3. KPU Kabupaten Lima Puluh Kota

mengumumkan maklumat pelayanan

informasi publik di papan pengumuman, desk

pelayanan dan website
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limapuluhkotakab.ppid.kpu.go.id dan media

sosial.

4. Pengumuman maklumat pelayanan informasi

publik mengacu pada standar pengumuman.

Ditetapkan di Tanjung Pati

pada tanggal 4 Agustus 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN LIMA PULUH KOTA

ttd.

MASNIJON

Salinan Sesuai Aslinya
Sekretariat Komisi Pemilihan Umum

Lima Puluh Kota
dan SDM

Putri

I

j dih.kpu. go.id/sumbar/limapuluhkota

Kepala Subbagian



LAMPIRAN VIII

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN LIMA PULUH KOTA

NOMOR 21 TAHUN 2022

TENTANG STANDAR OPERASIONAL

PROSEDUR PENGELOI,AAN DAN

PELAYANAN INFORMASI PUBLIK DI

LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN LIMA PULUH KOTA

STANDAR PENGUJIAN KONSEKUENSI

NO KOMPONEN URAIAN

I Sistem, Mekanisme,

dan Prosedur

1. Pengujian konsekuensi dapat dilakukan:

a. sebelum adanya Permintaan Informasi Publik;

b. pada saat adanya Permintaan lnformasi Pttblik;

atau

c. pada saat penyelesaian sengketa Informasi

Publik atas perintah Majelis Komisioner.

2. Pengujian konsekuensi sebagaimana dimaksud

pada angka 1 dilakukan dengan ketentuan:

a. mengidentifrkasi dokumen Informasi Publik

yang di dalamnya memuat Informasi yang akan

dikecualikan;

b. mencatat Informasi yang akan dikecualikan

secara jelas dan terang;

c. menganalisis undang-undang yang dijadikan

dasar pengecualian;

d. menganalisis dan mempertimbangkan

berdasarkan kepatutan, kesusilaan,

kepentingan umum dan/atau ukuran lain yang

diatur dalam peraturan perundang-undangan

atas konsekuensi yang timbul apabila suatu

informasi dibuka.

3. Informasi Pubfik yang dikecualikan melalui

i dih. kpu. qo. id/sumbar/l imapuluhkota



pengujian konsekuensi ditetapkan dalam bentuk

Penetapan tentang Klasifikasi Informasi

Dikecualikan,

4. Penetapan tentang Klasifrkasi Informasi yang

Dikecualikan paling sedikit memuat:

a. identitas pejabat PPID yang menetapkan;

b. Badan hrblik, termasuk unit kerja dan/atau

satuan keda pejabat yang menetapkan;

c. uraian yang jelas dan terang tentang Informasi

yang dikecualikan;

d. alasan pengecualian;

e. jangka waktu pengecualian; dan

f. tempat dan tanggal penetapan.

5. A1asan pengecualian sebagaimana dimaksud pada

angka 4 huruf d paling sedikit memuat:

a. undang-undang yang dijadikan dasar

pengecualian; dan

b. analisis konsekuensi.

Salinan Sesuai Aslinya
Sekretariat Komisi Pemilihan Umum

Kabupaten Lima Puluh Kota
Kepala Subbagian H dan SDM

Ditetapkan di Tanjung Pati

pada tanggal 4 Agustus 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN LIMA PULUH KOTA

ttd.

MASNIJON

Veni Murna Putri

j dih.kpu. eo. id/sumbar/limapuluhkota



LAMPIRAN IX

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN LIMA PULUH KOTA

NOMOR 21 TAHUN 2022

TENTANG STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

PENGELOI.AAN DAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK DI

LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LIMA

PULUH KOTA

TATA CARA PEI\TYUSUNAN LAPORAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

Ditetapkan di Tanjung Pati
pada tanggal 4 Agustus 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA

Salinan Sesuai Aslinya
Sekretariat Komisi Pemilihan Umum

Kabupaten Lima Puluh Kota
Kepala Subbagian Hukum dan SDM

Veni Murna Rrtri

ttd.

MASNIJON

NO KOMPONEN URAIAN

1 Sistem,

Mekanisme,

dan Prosedur

1. Tim Penghubung melakukan pelaporan secara berkala

kepada PPID;

2. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi menyusun

laporan pelayanan informasi publik berdasarkan laporan

Tim Penghubung dan evaluasi ;

3. Pejabat Pengelola lnformasi dan Dokumentasi

meny€rmpaikan laporan pelayanan informasi kepada

Atasan PPID;

4. Atasan PPID memeriksa dan mempelajari laporan

pelaksanaan pelayanan informasi publik;

5. setelah memperoleh persetujuan, Atasan PPID

menyampaikan laporan pelayanan informasi publik

kepada Tim Pertimbangan untuk kemudian diserahkan

ke Rapat Pleno agar memperoleh pengesahan

2 Jangka Waktu La.poran pelayanan informasi publik dilakukan akhir Tahun

3 Ptrblikasi Laporan pelayanan informasi publik dipublikasikan melalui

website resmi dan dilaporkan ke Komisi Informasi

j dih.kpu. go. id/sumbar/limapuluhkota



LAMPIRAN X

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN LIMA PULUH KOTA

NOMOR 21 TAHUN 2022

TENTANG STANDAR OPERASIONAL

PROSEDUR PENGELOLAAN DAN

PELAYANAN INFORMASI PUBLIK DI

LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN LIMA PULUH KOTA

BENTUK DAN FORMAT FORMULIR YANG DIGUNAKAN DALAM

PENGELOI"AAN DAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK DI

LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN LIMA PULUH KOTA

1. Model PPID-A merupakan Daftar Informasi Publik.

2. Model PPID-B merupakan Formulir Permohonan Informasi Publik.

3. Model PPID-C merupakan Register Permohonan Informasi Publik di

Lingkungan Komisi Pemilihan Umum.

4. Model PPID-D merupakan Formulir Pemberitahuan Tertu1is.

5. Model PPID-E merupakan Surat Keputusan Pejabat Pengelola Informasi

dan Dokumentasi tentang Penolakan Permohonan Informasi hrblik.

6. Model PPID-F merupakan surat Pernyataan Keberatan atas

Permohonan Informasi Publik.

7. Model PPID-G merupakan Register Pengajuan Keberatan

i dih.kpu. go. id/sumbar/limaouluhkota
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MODELPPID.B

IIORTI'LIR PERIEOHOITAN IITFORUASI
PT'BLIK

IRAIIGKAP DUA}

NORUT'LIR PBRI OHOMrr ITFORI .ASI
If o. Pendaftaraa (diisi peatgasf : ................

Nama
Alamat
Pekedaan
NomorTelepon/E-mail
Rincian Informasiyang
dibutuhkan

(tambahkan kertas bila perlu)

Kategori Informasi Publik*"

T\rjuan Penggunaan Informasi

l. Informasi Tahapan Pemilu
2. Informasi KPU sebagai Badan Ptrblik

Cara Memperoleh Informasi** l melihat/ membaca/ mendengarkan/ mencatat"**
2. mendapatkan salinan informasi

(hardcopy/ softcopy) **"
l. Mengambil Langsung
2. Faksimili
3. E-mail

Cara Mendapatkan Salinan
Informasi**

...............(tempat), (tanggal/bulan/tahun)

Pemohoa Informesi ktugas Pel,e5raaan laforaasl
(Penerina Permohoneaf

(.... ...t I

Namadan TandaTangan Nama dan Tanda Tangan

Keterangan:* diisi oleh petugas berdasarkan nomor registrasi permohonan Informasi Ptrblik
** pilih saUfr satu dengan memberi tanda ({)

*** coret yang tidak perlu

j dih.kpu. go. id/sumbar/limapuluhkota



II.

m.

DtceEk dl fuAk ?onrulBr funnohonan PPrr>B)

E8L-hrL PcuoLon Informert

Boderrrrlrn Undelg-Uadeng llomor 14 Tehur 2(XE tcateng f,613ftrrtrea lrbrn d Ptflt, FGnturel
I(PU Ifooor 1 Tahuo 2015 tcataag EGagGbfsra dea Pelayuen llbro.st ftrUfL dl Llntlrngra
KPU, dar tr.tur.a XoaLt hbrord lfooor I Tehun 2014 tcntug St ldar Iryeua dea Procedur
Penyclcreha Scaglets hbrurd Fcollu

l. Dcraohon Iaforoerl bcrbrL untul rncmlate lcfuruh taforaart yerg bende dl KPlr'
BPU Provlsd/ICP Acch de! IIPU/IIP Kebupotcn/Xota' LGGuall:

a- informasi yang apabila dibuka dan diberikan kepada pemohon informasi
dapat
1) menglambat proses petregakar hukum;
2l mengungkryr rahasia Pribadi;
3) mengungl@p rahasia jabatan;
4) memorandum atau surat-suat antar KPU, KPU Provinsi/KlP Aceh dan

KPU/KIP Kabupaten/Kota atau intra-KPu, KPU Provinsi/KlP Aceh dan KPU/KIP
Kabupaten/Kota yang menurut sifabrya dirahasiakan keorali atas putusarl Komisi
Informasi atau Pengadilan;

5) Informasi yang tidak boleh dillngkefkarr berdasarkan Undang-Undang.
b. KPU, KPU Proviasi/KlP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota juga dapat tidak

memberilran infumasi yurg belum dikuasei atau didolnrmerrtasikm.

PASTII( II ArDA XEITDIPAT TAITDA DIT'I(TI PERTOIIOIIA,r II|IORUASI BERI'PA TOUOR
PErDAPrARAI| Xt PErU(}AS IXnORUASI/PPID. Bila tanda bukti permohonan informasi tidak
diberikan, tanyakqn kepada petugas informasi alasannya, mungkin permintaan informasi anda
kurang lengkap.

Pemohon hformasi berhak mendapatkan pcrnbcrlte.buen tcrtulL tentang diterima atau

tidaknya permohonan informasi dalam jangtca q/aktu lO (scpuluhl herl tctJa s{ak diterimanya

permohonan informasi oleh KPU, KPU Provinsi/KlP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota.
KPU, KPU Provinsi/KlP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota dapat memperpanjang waktu
untuk memberi jaw"aban terhrlis 1 x
7 (retu krlt tuJuh, herr bde, dqlam hal informasi yang r{imintq belum
dikuasai/didokumentasikan/ behrm dapat dipuhrskan apaknh informasi yaDg dimintr termasrk
informasi yang dikecualikan atau tidali

rv. Khurus uatul tdormast trhepoa pcollu, Pemohon lnformasi berhak mendapatkan
pemberitahuan terhrlis tentang diterima atau tidalmya permohonan informasi dafam jangka

walfir 2 (duel hart LerJe sejak dit€rfulanya permohonan informasi oleh KPU, KPU Provinsi/KlP
Aceh dan KPU/KIP IGbupaten/Ibta. KPU, KPU Provinsi/KlP Aceh, dan KPU/KIP

Kabupaten/Ibta dapat memperpanjang wakhr untuk memberi jawaban tcttulls 1 x 2 (retu talt
dua) herf LcrJe, dafm tral: informasi yang diminta belum dikuasai/didokumentasikan/b,elum
dapat diputuskan apakah informasi yang diminta termasuk informasi yang dikecualikan atau

tidak

v, Apabila Pemobon Iaforoaet tldal pual deagen Lcputusaa XPU' XPU ProYlnsl/KIP
Aceh dra XPU/IIIP Kebupaten/Kota (atret menolelr permiatara Alde atru nomberilan
heaya achglaa Ftrg dtntlte), maka Pemohon lnformasi dapat meogajukan hcbcrataa kepada

rtrr$ PPID dalam jangla w,aktu fO (ropriluh) hstl Lort sejak permohonan informasi
ditolak/ditemukannya alasan keberatan lainnya. Atasan PPID wajib memberikan tanggapan

tertulis atas keberatan yang diajukan Pemohon lnformasi selambat-lambatnya 3() (dt8
puluhl hrrl hrJs sejak diterima/dicatatnya pengajuan keberatan dalam register keberatan.

VI, Ehusus untu&, lnfororet tahapen pemllu, meka psmsfoon lnformesi dapat mengajukan

keberatan kepada Atasan PPID dalam jangkq wakhr 2 (duel hert LcrJe sejak pennohonan

informasi ditolak/ditcmukannya atasan keheretqn tainnnya- Atasan PPID sqiib memberikan

tanggapan tertulis atas keberatan yang diajukan Femohon informasi selambat-lambatnya 3
(tf8el tert LerJe sejak diterimanya/dicatatnyapengajuan keberatan delam rctb1qr keberatm.

Apabila Pemohon lnformasi tidak puas dengan keputusan Atasan PPID, maka pemohon informasr

dapat mengafukan tcberataa kepada Xombt laforaasl dalam jaogka waktu 14 (eapat
bclar) bsrt terJa sejak dit€rimanya keputusan atasan PPID oleh Pemohon Informasi Publik.

un. Xhurgs uatut lnforaest tehepon lrGmilu, mqk4 Pemohon Informasi dapat menga$ukan

keberatan kepada Komisi Informasi dalam jangka waktu 2 (duel herl terJa roJal diterimanya
keputusan atasan PPID oleh pernohon Informasi Publik.

uI.

j dih.kpu. so.id/sumbar/limapuluhkota
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MODELPPID-D

FORMT'LIR PEUBTRITAHUAN TERTI'LIS

KOUISI PF,UILIHAII I'UITM
KABI'PATEIT LIMA PI'LT'E KOTA

Alamat : Kabupaten Lima Puluh Kota Jl. Raya Negara KM. 6 Tanjung Pati
Kabupaten Lima Puluh Kota 2627 1 Telp(O752) 77 50336, 77 54 197
Fax. (O752) 7754336

PEUBERITAHUAN TERTI'US

Berdasarkan permohonan Informasi pada tanggal .... bulan .... tahun .... dengan
nomor trrendaftaran* ....,
Kami menyampaikan kepada
Saudara/i:
Nama
Alamat
IIo. Telp/Eaail : .....................

Pemberitahuan seba gai berikut:

A. Iaformasl Dapat Diberltan

B. Informerl tldat dapat dlbcrllan Latera:**
alnformasi yang diminta belum dikuasai
alnformasi yang diminta belum didokumentasikan
nlnformasi yang diminta diklasifikasikan sebagai informasi yang
dikecualikan

(tempat), (tanggal/ bulan/ tahun)

Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID)

Kctereagu:
" Diisi sesuai dengan nomor pendaftaran pada formulir permohonan.
** Pilih salah satu dengan memberi tanda ('J).
*** Jika ada penghitaman informasi dalam suatu dokumen, maka diberikan

alasan penghitamannya.

IIo Hif-Hef Tcrlrlt laformesl
hblil

Keteraagen

I Penguasaan informasi
publik**

Kami

Badan Publik Lain, yaituE
2 Bentuk fisik yang tersedia** Z Xfi*pU (termasuk rekaman)

Hud@pulsa)fian tertulis
.J Waktu penyediaan Hari

4 Penjelasan penglritaman/ pengaburan informasi yang dimohon*** (tambahkan
apabila
perlu).........

j dih. kpu. go. id/sumbar/limapuluhkota

(. .)
Nama & TandaTangan



IODEL PPID-E

SITRAT I{TPUTUSAMPID TEITTANG PFrML/IKAN
PERUOHOIVAN IN-trIORTA,SI PI,BLIK

(RAITGKAP DUAI

KOUISI PEUILIIIAT I'UU[
IIABI'PATEITLIMA PI'LUE KOTA

Alamatl Kabupaten Lima Puluh Kota Jl. Raya Negara KM. 6 Tanjung
Pati Kabupaten Lima Puluh Kota2627l Telp(O752) 7750336,
7754197 Fax. (O752) 7754336

SURAT KEPUTUSAN PPID TENTAI{G PENOLAKAT{ PERUOHONAI{
IYo. Pendaftaran:*

Itlama : .....................
Alemat : ..................
IIo. Telp/Emall : ...
Rlneian Infornasi yang dibutuhkan

PPID memutuskan bahwa Informasi dimohon adalah:

Pengecualtea Informaci didasartan pada elesa!:
E Pasal 17 huruf Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008.""
I Pasal ... Undang-Undang....***
D Pasal 18 ayat (1) dan (2) Peraturan KPU Nomor 1Tahun 2O15.*t**

Bahwa berdasarkan Pasal-Pasal di atas, membuka Informasi tersebut dapat
menimbulkan konsekuensi sebagai berikut:

Deagan demlHen bahwe:

Jika Pemohon Informasi keberatan atas penolakan ini maka Pemohon Informasi dapat
mengajukan keberatan kepada atasan PPID selambat-l,ambatnya 10 (sepuluh) hari kerja sejak
menerina Surat Keputusan ini. Khusus untuk Informasi Pemilu, Pemohon Informasi dapat
mengajukan keberatan kepada Atasan PPID selambat-la-mbatnya 2 (dua) hari kerja sejak
menerima Surat Keputusan ini.

(tanggal, bulan, dan tahun)*****
PeJabat Pongelola Informesi dar Dokumentasl

(PPrDl

Nama & Tandatangan
Keteraagea:* Diisi oleh petugas berdasarkan nomor registrasi permohonan Informasi Publik.* Diisi oleh PPID sesuai dengan pengecualian pada Pasal l7 huruf a - i Undang-Undang Nomor 14

Tahun 2008.* Sesuai dengan Pasal 17 hurufj Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008, diisi oleh PPID sesuai
dengan pasal pengecuatian dafam undang-undang lain yang mengecualikan informasi yang
dimohon tersebut
(sebutkan pasal dan undang-undanp.ya).* Diisi oleh PPID sesuai dengan pengecualian pada Pasal l8 ayat (f) dan (2) Peraturan KPU
Nomor lTahun 2015.ffi Diisi oleh petugas dengan memperhatikan batas tentang jangka waktu pemberitahuan
tertulis ssfageimqns diatur dalam Uadang-Undnng Nomor 14 Tahun 2OO8 dan Peraturan KPU
Nomor 1 Tahun 2015. Jika ada penghitaman informasi dalam suatu dokumen,

maka diberikan alasanpenghitamannya.

TNFORMASI YANG DIKECUALIKAN

PERMOHONAN INFORMASI YANC DITOLAK

idth-l<pu.eo. id/sumbar/limapuluhkota

(... ....)



MODEL PPID-F

ST'RAT PTRITYATAAN KEBERATN{ ATAS PERUOHONAIT INI'ORUASI PT'BLIK

KOUISI PEUILIIIAIY UUUU
I(ABUPA?ENLIIIA PT'LUII KOTA

Alamat I Kabupaten Lima Puluh Kota Jl. Raya Negara KM. 6 Tanjung Pati
Kabupaten Lima Puluh Kota2627l Telp(O752) 7750336,
779L97 Fax. (O752) 7754336

PERITYATAAN KEBERATAIT ATAS PERUOHOIYAIT INFORUASI

A. IITFORUASI PEIIGA'U KEBERATAIT
lllomor Reglstrasl Kebcratan petugas) *

I[omor Pendeftaran Perrohonan Informasi :
Tr{uen Penggunaan Informael
Identltes Penohon :

Nama
Alamat
Pekerjaan :
Nomor Telepon :

Ideatltas Kuasa Pemohoa *
Nama
Alamat
Nomor Telepon

B. ALASAI| PETGA.'UAT trTBERATAIT*}*
a. Permohonan Informasi di tolak
b. Informasi berkala tidak disediakan;
c. Informasi serta merta tidak disediakan;
d. Permintaan informasi tidak ditanggapi;
e. Permintaan informasi ditanggapi tidak sebageimana yang diminta;
i Permiotaan informasi tidak dipenuhi;
g. Braya yang dikenakan tidak wqiar;
h- tnformasi disampaikan melebihi jangka waktu yang ditentukan.

C. KASUS FOSISI {tambahtan kertas bile perluf

D. HARI/TAIIGGAL TAIIGGAPAII ATAS KEBERATAT AIAII DIBERIXAT z [tutrygal],
[bulan], ttalwq tdiisi oLeh pefitg asl * *n

Demikian keberatan ini saya sampaikan, atas perhatian dan tanggapannJra, sy&
ucapkan terimakasih.

.......(tempat), ......[tanggal], [bulan], [tahunl *****

Pe.geju Keberatan
Mengetahui, ******

Petugas Informasl
(Penerlme Kebentan)

(....................................)
Nama & Tanda Tangan Nama & Tanda Tangan

Keteralgan:

*
#

Nomor register pengajuan keberatan diisi berdasarkan buku register pengqjuan keberatan
Identitas kuasa pemohon diisi jika arla kuasa pemohonnya dm melampirkan Surat Kuasa.
Sesuai dengan Pasal 35 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 20O8, dipilih oleh pengaju
keberatan
Diisi sesuai dengan ketentuan jangf,a waktu dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008.
Tanggal diisi dengan tanggal diterimanya pengajuan keberatan yaitu sejak keberatan
dinyatakan lenglrap sesuai dengan buku register pengajuan keberatan.
Dalam hal keberatsn diajukan secara langsung, maka formulir keberatan juga
ditandataagani oleh petugas yang menerima pengajuan keberatan

i dih.kpu. go.id/sumbar/limapuluhkota
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